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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas

pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di

Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No.

166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene merupakan aturan peninggalan

Belanda. Ditambah lagi di negara Belanda sendiri Balai Harta Peninggalan weeskamer sudah ditiadakan

sejak tahun 1810. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian

yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak Hakim pada

Pengadilan Niaga, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan dan Ahli hukum kepailitan. Pada

akhirnya, Penulis mendapatkan hasil dari penelitian bahwa kurator Balai Harta Peninggalan dalam

menjalankan tugasnya hanya mendasarkan pada UUK-PKPU, dimana belum terdapat pengaturan khusus

mengenai pedoman bagi Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan tugas sebagai kurator.

......

This thesis discusses about the juridical role of Balai Harta Peninggalan Trustee in performing the task of

managing and liquidating in the bankruptcy estate. Until this thesis is written, Balai Harta Peninggalan in

Indonesia is still carrying out its main duty and function by referring to Staatsblad 1872 No. 166 on

Instructions for Balai Harta Peninggalan, which is a legacy of the Dutch legacy. Plus in the Netherlands own

country Balai Harta Peninggalan weeskamer has been abolished since 1810. The research method used in

this thesis is the normative juridical. Research conducted by the author is by document studies and

interviews with the Judge on Commercial Court, Legal Technical Member of Balai Harta Peninggalan and

Bankruptcy legal expert. In the end, the author got the result from the research that the trustee of Balai Harta

Peninggalan in performing its duties only based on UUK PKPU, where there is no specific arrangement

regarding guidance for Balai Harta Peninggalan to perform duty as a bankruptcy trustee.
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